ABSTRAK

Pemilihan umum menjadi suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara.
Dalam menjalankan proses demokrasi melalui pemilihan umum tentunya tidak
lepas dari adanya sengketa pemilihan umum. Pada penelitian ini berfokus pada
salah satu sengketa proses pemilihan umum yang berupa pembatalan Daftar Calon
Tetap (DCT) calon legislatif. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan
Tata Usaha Negara mempunyai peran sentral dengan berpedoman pada peraturan
yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di
Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
doktrinal. Metode penelitian doktrinal difokuskan dan didasarkan pada norma,
kaidah, asas-asas, atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari
dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari solusi dan memberikan pendapat
hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini mengkaji
tentang produk hukum dan putusan PTUN yang berkaitan dengan penyelesaian
sengketa  proses  pemilihan  umum. Berdasarkan  Putusan = Nomor
8/G/2024/PTUN.SMG, terdapat kasus pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT) calon
legislatif oleh KPU. Dalam kasus ini, penggugat atas nama Muhammad Abdullah,
S.E, S.H., M.AP. merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo
mengajukan gugatan kepada KPU Kabupaten Purworejo karena dirinya merasa
dirugikan oleh Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023
tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam pertimbangannya, Majelis
Hakim menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut PTUN Semarang
tidak berwenang mengadili perkara a quo dan gugatan yang diajukan Penggugat
tidak diterima, maka Penggugat dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya yang
jumlahnya ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan.
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